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NOMOR %

U 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISAS| DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka wuntuk Ilebih mengefektifkan dan
mengefesiensikan penyiapan jamuan dan akomodasi pada
rapat-rapat dinas serta har besar Internasional, Nasional, dan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu adanya
penyesuaian pada uraian tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bekasi;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan
kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1850);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
MNomor 43 Tahun 15989 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noemor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4844),

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Tahun 2011
Momor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pamerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 MNomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 20089 Nomor 7) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Momor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KER.JA SEKRETARIAT DAERAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun



3000 Momor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut |

Pasal 72

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, mempunyai uraian tugas sebagai berikut,

a.

menyusun program kerja Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berdasarkan

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,

menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sekretanat Daerah dalam lingkup
tugasnya yang meliputi bidang kerumahtanggaan, pemeliharaan dan perlengkapan
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:

menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai RPJPD, RPJMD dan RKFD
Kabupaten,

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan;

menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya yang meliputi rumah tangga,
pemeliharaan dan perlengkapan;

menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dalam lingkup tugas di bidang rumah

tangga, pemeliharaan dan perlengkapan;

membagi tugas dan memberikan patunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar,

menyusun bahan perumusan kebijakan daerah tentang pengelolaan barang (milik)

daerah;

menyusun bahan pedoman umum pengelolaan barang milik daerah;




a3

bb.

ce.

melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;

membuat telaahan staf terhadap usulan/rencana penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;,
melakukan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
menyusun Peraturan Bupati mengenai standar harga barang daerah;

menyusun Peraturan Bupati mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja

Permenntah Daerah;

menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah:
menyelenggarakan evaluasi pemeliharaan barang milik daerah;

menyusun kajian pengadaan kebutuhan barang milik daerah;

menyusun bahan perumusan kebijakan pengamanan barang milik daerah,
menyusun kajian kebijakan untuk pelaksanaan pengadaan barang daerah;

menyusun bahan kajian usulan dari DPKD tentang pemindahtanganan barang rmilik
daerah yang memeriukan persetujuan DPRD;

menyusun bahan kajian usulan dari DPKAD tentang pemindahtanganan dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangan,

menyusun bahan penyusunan usulan pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan

barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

menyusun bahan kajian kebijakan untuk pelaksanaan penghapusan barang yang
akan dilaksanakan oleh Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menganalisa rencana kebutuhan barang dan keperluan alat tulis kantor {ATK),
kebutuhan perlengkapan, perbekalan, ruang kantor Sekretariat Daerah;

menyusun bahan rencana kebutuhan barang Sekretariat Daerah;
menyusun daftar kebutuhan barang Sekretariat Daerah;

menyusun bahan perumusan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) Sekretariat
Daerah dan pimpinan;

menyusun Laperan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Tahunan
Sekretariat Daerah dan pimpinan,



.

LY

ad.

-]

ag.

b,

KkK.

il

mengoreksi pengajuan permintaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah;

memproses pengajuan anggaran barang dari tiap bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah;
menyiapkan bahan kebijakan daerah urusan pelelangan barang daerah,

menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah untuk kebutuhan Sekretariat
Daerah dan pimpinan,

menyelenggarakan pemeriksaan barang daerah hasil pengadaan di lingkungan
Sekretariat Daerah,

mengatur penggunaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah dan pimpinan;
memanitor perkembangan harga barang di pasaran sesuai kebutu han;

menyelenggarakan pengaturan keperluan kantor, rumah tangga dan kebutuhan
akomodasi kedinasan Bupati dan \Wakil Bupati;

di hapus;

mm. di hapus;

nn.

Q0.

PP-

ag.

Ir.

55,

menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor Bupati
dan Wakil Bupati meliputi mebeulair, AC, Komputer dan alat rumah tangga |ainnya;

menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil
Bupati meliputi mebeulair, AC, Komputer dan alat rumah tangga lainnya;

menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan di lingkungan kantor dan rumah dinas
Bupati dan Wakil Bupati;

menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Bupati dan Walkail
Bupati;

menyelenggarakan’ pemanfaatan dan pemeliharaan gedung dan halaman Sekretariat
Daerah, gedung wibawa mukti dan rumah dinas Sekretaris Daerah/Jabatan:

menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan ruang kantor/ gedung, halaman di
lingkup Sekretariat Dagrah;

tt. menyelenggarakan pemeliharaan suku cadang dan perawafian kendaraan dinas di

Uy

lingkup Sekretanat Daerah;

menyelenggarakan pemeliharaan pendistribusian bahan bakar kendaraan dinas
lingkup Sekretariat Daerah;



vv. menyelenggarakan pencatatan barang milik daerah dalam kartu inventaris barang A, B,

C, D, E dan F lingkup Sekretariat Daerah dan pimpinan,

melaksanakan pendokumentasian kepemilikan barang milik daerah selain kendaraan,
tanah dan bangunan di Sekretariat Daerah dan pimpinan sebagai bahan penyusunan

buku inventaris dan buku induk inventaris barang milik daerah;

xx, menyelenggarakan pendistribusian barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah;

yy. mengatur pelaksanaan tugas bidang tata usaha, kepegawaian, pengelolaan keuangan

a3aa

bbb.

©
8

ddd.

®

ag4.

hhh,

s

kkk.

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,
menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil pelaksanaan
kegiatan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup tugasnya yang akan
dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagai
pertanggungjawaban Sekretaris Daerah kepada Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD) tahunan dan lima tahunan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan Sekretariat Daerah
dalam lingkup tugasnya sebagai sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir
masa |abatan Bupati;

mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

membimbing dan raemotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja
dan pengembangan karier;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan program,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan

ketentuan yang berlaku,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk pembinaan karier;



mmirm.

M.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarsasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,

relaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5 Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

menyusun program kerja Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman

pelaksanaan fugas;

menyiapkan rencana operasional Sub Bagian Rumah Tangga berdasarkan

skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai pelaksanaan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Sub Bagian Rumah Tangga,

menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional dan pengoordinasian

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas

pelayanan kerumahtanggaan,




menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Sub bagian Rumah Tangga:
melaksanakan kegiatan urusan Rumah Tangga:
menyiapkan bahan-bahan penyusunan RKBU dan RKPBU;
menyiapkan bahan-bahan penyusunan RTBU dan RTPBU;

membagi tugas kepada bawahan dan membern petunjuk tentang pengelolaan

kendaraan dinas dan ATK;
melaksanakan pengaturan keperiuan kantor, rumah tangga dan kebutuhan

kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

membimbing dan mengarahkan kepada bawahan tentang pekerjaan yang

berkaiatan dengan kebutuhan rumah tangga;

melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana rumah dinas Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah meliputi meubelair, AC, Komputer dan alat
rumah tangga lainnya;

menyiapkan bahan-bahan pengajuan kepada pimpinan tentang keperiuan ATK,

dihapus;
melaksanakan konsultasi ke bagian pengadaan dan keuangan yang berkaitan

dengan kebutuhan rumah tangga:

melaksanakan pengaturan pelayanan keperluan kendaraan dinas Daerah antar

jemput pegawai dan bahan ba kar,

melaksanakan pengaturan pengamanan dalam dan areal perparkiran di
lingkungan perkantoran/gedung Bupati dan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan penyusunan konsep kebutuhan pengadaan
barang/perlengkapan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah;

menyiapkan kelengkapan untuk melaksanakan kegiatan upacara, peringatan

hari besar dan kegiatan sejenis lainnya;



aa

bb.

dd.

2e.

g9.

hh.

kK.

menyiapkan tempat serta kelengkapannya untuk melaksanakan rapat-rapat
dinas dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

melaksanakan sewa menyewa sarana penunjang kantor dan  kegiatan

Pemerintah Kabupaten Bekasi;
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajiakn data hasil

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga;

menyusun pertanggungjawaban laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan

di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga,

menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan dan lima
tahunan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan

penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan kabupaten,

menylapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan Sekretanat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan
akhir masa jabatan Bupati,

menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan keuangan lingkup Bagian

Rumah Tangga dan Perlengkapan;

menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kagiatan dan keuangan di bidang tugasnya;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja di bidang tugasnya,
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

mampmajari: memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di
bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di

bidang tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas:



menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;

mm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

nn.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 80 diantara huruf gg.2 dan hh. Disisipkan huruf gg.2, sehingga FPasal
80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal B0

Bagian umum dalam menyelenggarakan lugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 79, mempunyai uraian tugas sebagai berikut .

a,

b.

menyusun program kerja Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Bagian Umum berdasarkan skala prioritas dan

dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sekretariat Daerah dalam
lingkup tugasnya yang meliputi bidang kemasyarakatan, bina mental, social
dan budaya sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKFD

Kabupaten;

menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagal RPJPD, RPJMD dan

RKPD Kabupaten;
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Bagian Umum;

menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan pelakeanaan program
dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya yang meliputi rumah

tangga, pemeliharaan dan perlengkapan;

menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dalam lingkup tugas di bidang

rumah tangga, pemelinaraan dan perlengkapan;



mengelola dan menganalisa urusan tata usaha pimpinan dan kepegawaian,

protokel dan keuangan Sekretariat Daerah;

menyelenggarakan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah meliputi pengaturan
pengelolaan surat masuk sural keluar dalam rangka kelancaran tugas;

menyelenggarakan pengelolaan kearsipan lingkup Sekretariat Daerah;

menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat
Daerah meliputi layanan administrasi kenaikan gaji berkala (KGB), usulan
kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu
pegawai (Karpeg). Karis/Karsu, tunjangan anakfkeluarga, askes. taspen,
taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin
belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian
ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka
Kredit (PAK) Jabatan Fungsicnal, pembinaanfteguran disiplin pegawai,
membuat konsep usulan cuti pegawal sesuai aturan yang berlaku, membuat
konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan
pengangkatan dari dan dalam Jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan/mutasi pegawai sesual dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Sekretariat Daerah;
menyelenggarakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

menyelenggarakan pengelolaan kehadiran apel pagl dan siang lingkup
Sekretariat Daerah;

menyelenggarakan pengaturan jadwal petugas pembina dan pemimpin apel
pagi dan siang lingkup Sekretariat Daerah;

menyelenggarakan pengaturan jadwal petugas upacara bendera lingkup
Sekretariat Daerah untuk setiap tanggal 17 berkoordinasi dengan Sekretariat
KORPRI Sekretariat Daerah;

menyelenggarakan pengaturan administrasi surat masuk dan surat keluar
Bupati dan Wakil Bupati;



ad.

b,

dd.

g,

menyelenggarakan pendistribusian surat-surat atau naskah dinas sesuai

petunjuk pimpinan;

menyelenggarakan perencanaan jadwal acara kegiatan Bupati dan \Wakil
Bupati;

menyiapkan dan mengkoordinasikan naskah pidato Bupati dan \Wakil Bupati;
menyelenggarakan pelaksanaan ketatausahaan Usaha Bupati dan Wakil
Bupati;

menyelenggarakan konsultasi dengan SKFPD, kecamatan dan unsur lain

berkaitan dengan kegiatan keprotokelan yang melibatkan pimpinan daerah;

menyelenggarakan penyusunan jadwal rencana kegiatan pimpinan daerah
(Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) yang memeriukan keprotokolan;

menyelenggarakan penyusunan acara dan  skenano acara kegiatan

keprotokolan;

menyelenggarakan penyusunan, menyiapkan layoul dan menata tempat

kegiatan keprotokolan;

menyelenggarakan pembinaan, pembagian tugas dan memben petunjuk

kegiatan terhadap bawahan,

menyusun bahan-bahan konsep naskah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Protokol;

menyelenggarakan persiapan dan pemantauan sarana dan prasarana

kelengkapan dalam rangka kegiatan keprotokolan;

menyelenggarakan persiapan dan pemantavan petugas upacara dan acara

yang terlibat dalam kegiatan keprotokolan;

menyelenggarakan persiapan dan pemantauan tempat transit dan tempat

upacara dan acara yang terkait dengan pimpinan daerah;

menyelenggarakan persiapan dan memantau jamuan untuk pimpinan daerah
pada kegiatan keprotokelan,



gg.1. menyelenggarakan jamuan makan minum Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati);
gg.2. menyelenggarakan peliputan atau dokumentasi kegiatan pimpinan,

gg.3. melaksanakan jamuan tamu rapat-rapat dinas dan jamuan makan minum
kegiatan Pemerintah Kabupaten Bekasi, hari besar Internasional,

Nasional dan Daerah;

hh. menyiapkan penyusunan acara dan draft acara setiap kegiatan keprotokolan

Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan penyusunan skenarioc acara setiap kegiatan keprotokolan

Pemerintah Daerah;

i menyelenggarakan pelayanan teknis keprotokolan Pemerintah Daeran
(pembawa acara, pemandu, penerima tamu dan sebagal petugas upacara

lainnya);

kk. menyelenggarakan persiapan dan memantau tata tempat dan ftata
penghormatan pimpinan pada setiap kegiatan keprotokolan Pemerintah Daerah;

Il. menyusun bahan informasi rangkaian kegiatan kepada pimpinan daerah dalam
kegiatan keprotokolan,

mm. menyelenggarakan sosialisasi pelayanan teknis kegiatan keprotokolan;

nn. menyelenggarakan konsultasi dengan unsur terkait tentang kegiatan upacara
har besar nasional, hari besar Islam dan upacara bendera tanggal 17 dan

upacara senin di lingkungan Pemenntah Daerah;

oo. menyelenggarakan konsultasi dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal
rencana kegiatan pimpinan daerah;

pp. menyusun bahan penyusunan dan informasi jadwal kegiatan Pembina dan

pemimpin upacara senin,

gy. menyusun dokumen pertanggungjawaban kegiatan lingkup Bagian Umum
Sekretariat Daerah;
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mengendalikan dan mengevaluasi Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian,

Protokol dan Keuangan Sekretariat Daerah;

melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sekretariat Daerah;

mengendalikan pelaksana teknis kegiatan bidang tata usaha pimpinan dan

kepegawaian, protokol dan keuangan Sekretariat Daerah,

melakukan pengamanan barang milk daersh di lingkup Bagian Umum
Sekretariat Daerah,

mengatur pelaksana tugas bidang tata usaha, kepegawaian, pengelolaan

keuangan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil

pelaksanaan kegiatan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan lima tahunan kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan
akhir masa jabatan Bupati;

mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan;

menyediakan dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas

kerja dan pengembangan karier;
mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan program;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;



KKk,

menilai hasil kerja bawahan secara benenjang uniuk pembinaan kaner;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencarni alternative pamecahannya,

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

mmm.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 82

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian dipimpin cleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyusun program kera Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian

sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

menyiapkan rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
berdasarkan skala perioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagal bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKFPD Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Sekretaris Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai pelaksanaan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;,

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen i:'elakﬁanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Kepegawaian;

menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional dan pengoordinasian
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya;



pA

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
pelayanan tata usaha pimpinan dan kepegawaian;

melaksanakan ketatalaksanaan  Sekretariat Daerah meliputi pengaturan
pengelolaan surat masuk surat keluar dalam rangka kelancaran tugas.

melaksanakan pengelolaan kearsipan lingkup Sekretariat Daerah;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah
meliputi layanan administrasi kenaikan gaji berkala (KGB), usulan kenaikan
pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg),
KarisfKarsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun,
membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin pelajar, membuat
usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan
pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)
Jabatan Fungsional, pembinaanfteguran disiplin pegawai, membuat konsep
usulan cuti pagawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian
izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan dan pengangkatan
dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi
pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Sekretariat Daerah;
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak fetap;
melaksanakan pengelolaan kehadiran apel lingkup Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengaturan administrasi surat masuk dan surat keluar Bupati
dan Wakil Bupati;

melayani pendistribusian surat-surat atau naskah dinas sesual petunjuk

pimpinan;

menata rencana jadwal acara kegiatan Bupati, wakil Bupati dan Sekretanat

Daerah;

melaksanakan jamuan makan minum Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati);
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melaksanakan jamuan tamu rapat-rapat dinas dan jamuan makan minum
kegiatan Pemerintah Kabupaten Bekasi, hari besar Internasional,Nasional

dan Daerah;

menyiapkan dan mengkoordinasikan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati;

melaksanakan Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati;

menylapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Kepegawzian;

menghimpun, mengeolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;

menyusun pertanggungjawaban laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan
di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian,

menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan lima tahunan kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan
akhir masa jabatan Bupati;

menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan keuangan lingkup Bagian
Rumah Tangga dan Perlengkapan,

menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan keuangan di bidang tugasnya,

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja dibidang tugasnya,

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Protokol
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Protokol;

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
dalam lingkup tugas Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban Sekretaris
Daerah kepada Bupati,
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melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

mempelajari, memahami dan melaksankan peraturan perundang-undangan di

bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan dibidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan dan  inventarisasi

permasalahan di bidang tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;

membagi tugas, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tangga: 15 Cktober 2014
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